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Komit Wujudkan Nol Kerugian Negara

Padang, Padek—Berbagai
kemajuan yang dicapai dae-
rah di Sumbar hingga saatini
tidak terlepas dari peran Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK). BPK tidak hanya terus
mendorong terciptanya opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), namun juga mewu-
judkan sistem pengelolaan
keuangan yang akurat dan
sesuai fakta dilapangan serta
nol kerugian negara.

“Kami berkomitmen un-
tuk selalu meningkatkan kua-
litas pemeriksaan dan la-
poran hasil pemeriksaan ke-
uangan daerah. Terus mem-
perbaiki diri dan meningkat-
kan kapasitas. Dengan demi-
kian, kerugian negara bisa
mencapai nol rupiah,” ujar
Kepala BPK Perwakilan Sum-
bar, Pemut Aryo Wibowo saat
menerima kunjungan sila-
turahmi Pemred Padang Ek-
spres Heri Sugiarto bersama
Penjab Iklan Padang Ekspres
Group Mukhtisar di ruangan
kerjanya, kemarin (16/4).

Menurut Pemut, BPK da-
lam pemeriksaan keuangan
daerah tidak hanya percaya
pada laporan yang diterima,
namun juga menganalisis
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PERKUAT KEMITRAAN: Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo (tengah) dan
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staf bersama Pemred Padang Ekspres Heri Sugiarto (dua kiri) dan Penjab lklan Padang
Ekspres Group Mukhtisar (dua kanan), di Kantor BPK Sumbar, kemarin.

dari sisi belanja.

Oleh sebab itu, harus ada
kesesuaian antara laporan de-
ngan implementasi di lapang-
an, agar laporan tersebut tidak
bermasalah.

Dicontohkannya, dalam
sebuah belanja di dinas, ada
anggaran untuk pengadaan
barangdan jasa. Apayangdila-
porkan harus sesuai dengan

yang dibelanjakan. Misalnya,
anggaran untuk beli mobil A,
maka yang dibeli harus mobil
Aitu, “Jikatidakadakesesuaian
atau mobil yang dibeli adalah
jenis lain, maka laporan tidak
diterima. Uang negara wajib
dikembalikan sesuai dengan
hargamobil A, kata Pemut.
Dengan sistem seperti itu,
kata Pemut, ada efek jera. Pe-

merintah daerah tidak bisa
sembarangan dalam mem-
belanjakan anggaran. Seluruh
instansitermasuk pararekanan
harus berkomitmen menggu-
nakan anggaran sesuai Standar
Operasional Prosedur (SOP)
dan aturan perundang-un-

dangan.
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“Alhamdulillah, saat ini lapo-
ran keuangan di masing-masing
daerah sudah mulai baik. Dan,
semua kepala daerah mempunyai
komitmen mewujudkan sistem
pengelolaan keuangan yang mem-
punyai visi dan misi yang jelas
sertatertata dengan baik," jelasnya.

BPK terus mengajak pemerin-
tah daerah untuk terbuka. BPK
selalu siap diminta arahannya, jika
ada yang menghadapi keragu-ra-
guan dalam pengelolaan keuangan.
“Kami rutin melakukan edukasi,
peninjauan dan mengawasi setiap
belanja pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, BPK memberi pe-
luang kepada kalangan akademisi
untuk saling bersinergi. Saat ini
BPK masih kekurangan laborato-
rium yang mampu menunjang ke-

giatan operasional. Selain itu, data
laporan hasil pemeriksaan (LHP)
bisa diakses oleh publik.

“Bukan hanya teman-teman
media, para mahasiswa yangingin
memperoleh data LHP untuk tu-
juan penelitiannya, kami jugasiap
memberikan. Asalkan data ter-
sebut jelas siapa yang meminta
dan pemanfaatannya untuk apa,’
katanya.

Tidak hanya itu. BPK juga siap

menerima pertanyaan dan me-,

nindaklanjuti laporan temuan dari
masyarakat terkaitbelanja disuatu
daerah atau instansi. Caranya, bisa
mengunjungi website BPK atau
datang langsung ke kantor BPK.

“Begitu juga jika ada oknum
pegawai BPK yang dicurigai ber-
buat macam-macam, masyarakat
kita minta untuk melaporkannya
lewat website atau datang ke kantor
kami,” tegasnya. (cr23)




